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Praktek bertransaksi menggunakan dinar dirham merupakan kegiatan yang dapat
dikatakan tidak melanggar hukum apabila dilakukan oleh perorangan atau antar individu
di tempat yang bukan perdagangan umum. Namun apabila dilakukan oleh banyak orang
atau banyak individu di suatu tempat perdagangan umum seperti pasar dan bertentangan
dengan UU mata uang maka, tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan pelanggaran
hukum. Dan karena negara Indonesia memberlakukan hukum positif atau menggunakan
asas legalitas dan bukan syariah islam maka, jika benda tersebut di gunakan sebagai alat
pembayaran maka wajib menggunakan rupiah. Jelas bahwa pembayaran yang sah adalah
rupiah kecuali yang di atur dalam pasal 21 ayat 2 UU mata uang dan kegiatan mereka
bukanlah kegiatan yang tercantum di dalam pasal tersebut. Namun, penggunaan rupiah
bukan hanya dalam bentuk fisik rupiah seperti uang kertas atau koin tetapi juga bisa di
buat dalam bentuk kartu seperti debit card atau kredit card, yang mana di dalam kartu
tersebut berisi rupiah. Atau sebagaimana kupon yang didapat dari rupiah dan dapat diubah
kembali menjadi rupiah. Transaksi dalam dunia bisnis atau penyerahan sebagai
pembayaran yaitu misalnya dalam transaksi perdagangan, mata uang yang digunakan
sebagai alat pembayaran tidak hanya rupiah namun juga mata uang asing. Maka dari itu,
transaksi perdagangan internasional merupakan transaksi yang dikecualikan. Namun,
kejelasan kebolehan penggunaan bukan rupiah sebagai alat pembayaran masih memiliki
kekaburan hingga menimbulkan pro-kontra dan penafsiran yang berbeda di kalangan
masyarakat. Dan seperti apa yang di kategorikan perdagangan internasional menurut
hukum di Indonesia dan sejauh mana ruang lingkup peradangan internasional yang di atur

oleh Undang-Undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dinar dirham dalam perdagangan
merupakan kategori sebagai tindak pidana atau bukan. Untuk mengetahui formulasi

pidana terhadap penggunaan dinar dirham di Indonesia.
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang
digunakan penulis adalah menggunakan konsep analisis kaidah hukum tatanan yaitu
tentang rumusan pasal pada Undang-Undang Mata Uang khususnya pada formulasi pada
penggunaan dinar dirham dalam perdagangan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya
yakni perspektif analisis maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan sumber
hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui
studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis dengan mengumpulkan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan- bahan hukum yang

diperoleh, diolah dan dianalisa bersifat deskriptip kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Jika transaksi itu dilakukan di wilayah Indonesia dan bukan merupakan transaksi
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 UU mata uang maka
perdagangan tersebut wajib menggunakan rupiah atau mata uang asing tersebut perlu
diubah dalam bentuk rupiah dan dilarang menolak rupiah guna menegakkan hukum
dan kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku serta guna mempertahankan
eksistensi Rupiah itu sendiri sebagai mata uang yang sah di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Namun, tidak menggunakan rupiah dalam transaksi yang
mempunyai tujuan pembayaran di tunjukkan oleh kartu, kupon, koin belanja dan

lainnya. Sehingga, Dinar dirham tidak menyakinkan terbukti melawan hukum.

2. Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai
tujuan pembayaran masih memiliki multitafsir terkait penggunaan seperti apa yang di
larang dalam bertransaksi dan mengenai bentuk rupiah. kabur norma pada pasal 21 UU
Mata Uang, terutama pada ayat 2 huruf ¢ yang dalam hal ini perlu diketahui apa
pengertian perdagangan internasional dalam lingkup UU Mata Uang tersebut dan
Sampai sejauh mana UU Mata Uang mengartikan perdagangan internasional. Ada
ketidak pastian hukum dan ketidak jelasan norma sebagai formulasi hukum
pemidanaan maupun aturan bagi penggunaan mata uang atau alat pembayaran di

Indonesia.
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ABSTRAK

Transaksi menggunakan mata uang asing dilndonesia kian masif seperti ditemukannya sebuah
pasar Muamalah Depok yang pedagang dan pembelinya tidak mengunakan rupiah sebagai alat
pembayaran seperti yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2011 tentang Mata Uang (Termuat dalam Lembaran Negara Nomor 64 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223). Dalam prakteknya mereka menggunakan
dinar-dirham sebagai alat pembayaran atau transaksi karena dianggap tergolong perhiasan
sehingga, mereka melakukan barter atau transaksi menggunakan dinar-dirham. Tujuan
penelitian skripsi ini merupakan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap UU Mata uang atau bukan dan bagaimana formulasi hukum pidana

terhadap penggunaan Dinar dan Dirham.

Kegiatan jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang yang lain atau
dengan harga yang sesuai atas dasar saling ridho atau kesepakatan. Secara hukum figh jual
beli merupakan kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukan berdasarkan aturan
syariat. Dalam transaksi pasar muamalah ini telah menerapkan prinsip-prinsip muamalah
yaitu menghindari hal-hal yang menimbulkan transaksi tidak sah seperti Ketidakjelasan akad,
Pemaksaan, Pembatasan dengan waktu, Penipuan dan Kemudharatan. Bank Indonesia (BI)
menegaskan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi melanggar ketentuan UU
Mata Uang. Sebab, ketika dinar dan dirham digunakan untuk bertransaksi, maka dinar dan
dirham menjadi alat pembayaran seperti halnya mata uang. Kepala Departemen Komunikasi
Bl Erwin Haryono menjelaskan ilustrasi mata uang adalah ketika sebuah komoditas atau uang
elektronik mempunyai nilai tukar dengan rupiah maupun dengan mata uang lainnya, serta

memiliki nilai tukar yang berubah-ubah.

Kata-Kata Kunci: Mata Uang, Dinar dan Dirham, Perdagangan, Pasar Muamalah
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